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I. UMUM 

       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai, objek Bea Meterai adalah dokumen, baik dalam bentuk tulisan 

tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti 

atau keterangan. Sejalan dengan penambahan dokumen dalam bentuk 

elektronik sebagai objek Bea Meterai, Undang-Undang mengenai Bea 

Meterai juga menambahkan cara pembayaran Bea Meterai dengan 

menggunakan Meterai Elektronik, di samping Meterai Tempel dan Meterai 

Dalam Bentuk Lain yang sudah lazim digunakan pada saat ini. 

       Meterai merupakan salah satu dokumen negara yang memiliki unsur 

pengaman yang digunakan sebagai sarana pembayaran Bea Meterai 

sehingga harus selalu tersedia di masyarakat. Ketiadaan Meterai dapat 

menghambat kepentingan masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Oleh karena itu, dalam menjamin ketersediaan Meterai yang 

berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta 

aman dari upaya pemalsuan dan penyalahgunaan, Pemerintah perlu 

membentuk Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan, pengelolaan, dan 

penjualan Meterai.    

       Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup dan 

penunjukan para pihak sebagai pelaksana dalam rangka pengadaan, 

pengelolaan, dan penjualan Meterai. Peraturan Pemerintah ini disusun 
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sedemikian rupa untuk menjaga keamanan dan menjamin ketersediaan 

Meterai di masyarakat.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pengadaan, pengelolaan, 

dan penjualan Meterai dapat menjamin ketersediaan Meterai 

dengan kualitas terbaik, dengan menggunakan sumber daya 

yang tersedia. 

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pengadaan, pengelolaan, 

dan penjualan Meterai dapat menghasilkan Meterai yang 

memenuhi kriteria jumlah, kualitas, keamanan, waktu, dan 

harga sebagaimana telah ditentukan.  

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah seluruh ketentuan 

dan informasi mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penjualan 

Meterai bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh para 

pemangku kepentingan sesuai dengan kepentingannya. 

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah pengadaan, 

pengelolaan, dan penjualan Meterai dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keamanan dan 

ketersediaan” adalah pengadaan, pengelolaan, dan penjualan 

Meterai dilaksanakan dengan memperhatikan unsur 

kerahasiaan Meterai guna mencegah pemalsuan dan 

penyalahgunaan serta mempertimbangkan jumlah persediaan 

Meterai yang berkesinambungan, sehingga Meterai dapat selalu 

tersedia di masyarakat saat dibutuhkan sebagai sarana 

pembayaran Bea Meterai. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan Meterai Tempel” 

adalah kegiatan penyaluran Meterai Tempel ke seluruh 

loket PT Pos Indonesia (Persero) untuk menjual Meterai 

Tempel kepada pengecer atau masyarakat luas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan Meterai 

Elektronik” adalah serangkaian proses distribusi melalui 

sistem terintegrasi yang disediakan oleh Perusahaan Umum 

(Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dalam bekerja 

sama dengan pihak lain. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas.  

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan 

yang terjadi di luar kekuasaan manusia, baik yang diakibatkan 

oleh bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial yang 

menyebabkan akan tidak terpenuhinya kewajiban pencetakan, 

pembuatan, distribusi, atau penjualan Meterai Tempel atau 

Meterai Elektronik sehingga dapat mengganggu ketersediaan 

Meterai di masyarakat. 

Contoh bencana alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, 

dan banjir. 

Contoh bencana nonalam antara lain gagal teknologi, wabah 

penyakit, dan epidemi. 

Contoh bencana sosial antara lain konflik sosial dan teror. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas.  

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
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